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SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

:a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah
diatur dengan Peraturan Bupati;

bahwa kedudukan dan susunan organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati
Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan dan
susunan organisasi pada Sekretariat DPRD, maka ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 3209).



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2018 Nomor 15).

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bandung.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Sekretarat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten
Bandung.

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya
secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas
persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan
Pimpinan Fraksi.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Setwan, terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum, membawahkan:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,;
2. Subbagian Rumah Tangga;



(3)

f.
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3. Subbagian Perlengkapan.

Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;

2. Subbagian Verifikasi;

3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian  Persidangan dan = Perundang-undangan,
membawahkan:

1. Subbagian Kajian Perundang-undangan;

2. Subbagian Persidangan dan Risalah;

3. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
membawahkan:

1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;

2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan;

3. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.

Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Setwan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata
kerja Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Kepala Bagian pada Setwan merupakan jabatan struktural
eselon Illa atau jabatan administrator.

Kepala Subbagian pada Setwan merupakan jabatan eselon
[Va atau jabatan pengawas.

Pengisian Pejabat berdasarkan struktur Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diselesaikan paling lambat bulan Januari 2020.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 58),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Oktober 2019
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003
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PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 80 TAHUN 2019
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

1
1
1
1
___________________ L

! BAGIAN BAGIAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN BAGIAN FASILITASI
: UMUM PROGRAM DAN KEUANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGANGGARAN DAN
: PENGAWASAN
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN FASILITASI
DAN KEPEGAWAIAN DAN PENGANGGARAN e KA A PENGANGGARAN
- | || PERUNDANG-UNDANGAN —
SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERSIDANGAN SUBBAGIAN FASILITASI
RUMAH TANGGA VERIFIKASI A DAN RISALAH i PENGAWASAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN HUMAS, SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN — AKUNTANSI DAN — | PROTOKOL DAN PUBLIKASI - KERJASAMA DAN
PELAPORAN ASPIRASI

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER






